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Abstract

The purpose of this study is to objectively review the local tax innovation program
on the existence of local government's innovation power to other sector innovation
policies in the implementation of fiscal decentralization. Based on previous
research, the So Mentari program (socialization, data collection, daily billing) still
has not resolved the issue of balanced program policy adjustment for all local
government program innovations on the implementation of fiscal decentralization.
In an effort to analyze the innovations reviewed in the perspective of the
application of So Mentari policy ever applied, the researcher uses an explorative
research method approach by trying to find new ideas or relationships. This
method is very flexible in the search for ideas and ideas as well as guidance on the
conditions and situations related to the issues studied so as to formulate the right
policy or strategy. Collect all literature and studies on local tax innovation policies
and include secondary data in the form of local tax data and other data related to
innovation of other local government programs. After that identified problems
ranging from symptoms to basic problems. After further identification, the
researcher will classify the problem and reconstruct the local tax and other
innovation policies in the perspective of implementing fiscal decentralization. In
addition, researchers conducted Focus Group Discussion to some experts who are
experts in local tax innovation policy. The results of this study indicate that the
local tax innovation program has the potential to slow the innovation of local
government in other sectors. The conclusion of this research is that local tax
innovation done by local government has not run optimally since there are many
other program innovations which require follow up plan from local tax program so
that impressed slowing innovation of local government in implementing fiscal
decentralization.
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1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pelaksanaan de-
sentralisasi fiskal telah dilakukan pa-
da saat krisis melanda, namun dalam
konteks formal desentralisasi diawali
pada tahun 2001. Cita-cita dan tujuan
nasional memberikan arah bagi pelak-
sanaan pembangunan agar dapat ber-
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jalan dengan efektif, efisien, dan
sesuai dengan sasarannya adalah de-
ngan melaksanakan otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal (Depkeu,
2008), yang diperkuat kembali bahwa
pelaksanaannya diwujudkan melalui
pemberian bantuan dalam bentuk
transfer dari pemerintah pusat, ditam-



bah dengan argumen untuk menjaga
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi
menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang menyebab-
kan lebih menguatnya sistem sentrali-
sasi (Depkeu, 2009) dan perimbangan
keuangan pusat dan daerah dalam ke-
rangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Anonymus, 1999) yang di-
pertajam bahwa untuk itu diperlukan
pemberian kewenangan kepada pe-
merintah daerah untuk mengatur ru-
mah tangganya sendiri dalam rangka
mewujudkan kemandirian daerah
(Mardiasmo, 2004). Hal ini berarti
secara finansial tidak tergantung pada
pemerintah pusat dengan jalan meng-
gali sebanyak mungkin sumber Pen-
dapatan Asli Daerah (Radianto,
1997), serta bentuk pelaksanaan ke-
wenangannya tergantung kepada dae-
rah yang bersangkutan sesuai kreati-
vitas, kemampuan organisasi peme-
rintahan daerah serta kondisi setiap
daerah (Saragih, 2003).

Perubahan dari pola pikir sen-
tralisasi ke pola pikir desentralisasi,
dalam arti penyerahan wewenang pe-
merintah pusat kepada daerah oto-
nom, sangat dibutuhkan saat ini
(Yustika, 2006), hal itu terlihat dari
munculnya aturan yang baru tentang
pemerintahan daerah dan perimbang-
an keuangan pusat dan daerah dengan
menyerahkan kewenangan yang pe-
nuh kepada pemerintah daerah dalam
penerapan dan kebijakan yang pro-
porsional serta bertanggung jawab
yang dilaksanakan dengan prinsip da-
sarnya uang mengikuti fungsi Money
Follow Function (Yu-wono, 2008)
dan dalam melaksanakan pembangu-
nan di daerah dan semua hak dan ke-
wajiban yang dapat dinilai baik be-
rupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan kekayaan daerah sepanjang
belum dimiliki atau dikuasai oleh ne-
gara atau daerah yang lebih tinggi
serta pihak-pihak laun sesuai dengan
ketentuan atau peraturan perundang-
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undangan yang berlaku (Mamesah,
1997).

Perkembangan ekonomi dunia
berkaitan dengan pembangunan eko-
nomi masyarakat nasional dan daerah
dengan kondisi saat ini lebih mene-
kankan pada berbagai bentuk inovasi
(Drucker, 1986) dalam rangka meng-
gali potensi yang dimiliki oleh negara
atau daerah tersebut supaya tercapai
harapan pembangunan dengan basis
ekonomi yang disandarkan pada pe-
ngetahuan karena pembangunan nasi-
onal selalu dituntut untuk mampu
memiliki daya saing dengan negara
atau daerah lainnya dengan menjalan-
kan prinsip dan semangat desentrali-
sasi fiskal (Taufik, 2005).

Karena itu, daya saing nasi-
onal terhadap ekonomi global akan
semakin ditentukan oleh indikator po-
tensi lokal dan perlu ditunjang oleh
kejayaan dan pengalaman masyarakat
maju untuk disinergikan dengan pe-
nguatan kemampuaan penggalian po-
tensi lokal yang dilakukan di setiap
daerah di Indonesia.

Untuk dapat mencapai kekuat-
an tersebut maka pengembangan ino-
vasi nasional dalam bidang peneliti-
an, pengembangan, dan penerapan il-
mu pengetahuan dan teknologi sangat
perlu diterapkan dan dikembangkan
dengan baik untuk diterapkan sampai
ke tingkat lokal kedaerahan. Inovasi
yang dilakukan oleh pemerintah dae-
rah selama ini masih berjalan secara
parsial dalam artian belum sepenuh-
nya mengembangkan sistem inovasi
yang terpadu sesuai dengan konsep
dan aturan yang diterapkan secara na-
sional atau telah menjadi wahana dae-
rah untuk mencapai peningkatan daya
saing daerah dan kesejahteraan sosial
sehingga kondisi itu belum menjadi
salah satu strategi utama dalam sis-
tem inovasi nasional yang mewadahi
proses integrasi antara komponen pe-
nguatan yang dimiliki negara yang
belum sepenuhnya terintegrasi de-



ngan inovasi yang diterapkan di dae-
rah dengan pelaksanaan hak dan ke-
wajiban tersebut yang belum dalam
batas wewenang daerah secara opti-
mal (Ichsan, et al, 1997).

Masih ada daerah di Indonesia
yang belum sepenuhnya melaksana-
kan dan menerapkan sistem inovasi
nasional yang dapat diwujudkan da-
lam sistem inovasi daerah yang se-
cara nasional pada dasarnya telah me-
ngakomodasi RPJMN 2010-2014 me-
lalui pendekatan pembangunan berdi-
mensi kewilayahan untuk mengako-
modasikan dinamika dan kapasitas
daerah dalam perencanaan pemba-
ngunan nasional. Merespon hal terse-
but, pemerintah Kabupaten Sumbawa
sebagai bagian dari entitas pengem-
bangan sistem inovasi nasional ditun-
tut kesiapannya untuk turut serta me-
ngembangkan sistem inovasi daerah
sebagai upaya peningkatan daya saing
wilayah.

Akan tetapi inovasi yang dite-
rapkan di daerah ini masih berjalan
secara parsial untuk itu penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji secara khu-
sus kebijakan inovasi pajak daerah
dengan kewenangan perpajakan (tax-
ing power) daerah sangat terbatas dan
akhirnya akan bermuara pada rendah-
nya kemampuan keuangan daerah
(Yuwono, 2008) karena kemampuan
daerah rata-rata Kabupaten di lima
propinsi berdasarkan survei dalam
membiayai pembangunannya masih
rendah (Radianto, 1997) dan demi-
kian pula halnya di Kabupaten Sum-
bawa bahwa kemampuan keuangan
daerah mendanai belanja operasi ha-
nya sebesar 6,31 persen dan kemam-
puan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
hanya sebesar 13,65 persen, sedang-
kan sisanya dibiayai dari dana perim-
bangan dan pendapatan lainnya (DP-
KA Kabupaten Sumbawa, 2008) de-
ngan tetap di dalam pengendalian
yang ditangani oleh bagian pemba-
ngunan (Prihantono, 2001). Hal terse-
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but termasuk juga inovasi dalam sek-
tor retribusi, dan inovasi sektor lain-
nya dalam pelaksanaan desentralisasi
fiskal yang selama ini telah dilaksa-
nakan di Indonesia.

Bentuk keberhasilan suatu da-
erah dalam menjalankan harapan de-
sentralisasi fiskal dengan baik dapat
ditinjau dari peningkatan tingkat ke-
mampuan keuangan daerah atau ting-
kat kemandirian daerah baik dari ke-
mampuan belanja rutin maupun daya
dukung fiskal yang berasal dari pene-
rimaan daerah yang didukung dengan
manajemen keuangan daerah yang
mampu mengontrol kebijakan keu-
angan daerah secara ekonomis, efi-
sien, efektif, transparan dan akuntabel
(Kaho, 1991) atau kemandirian dae-
rah yang ditopang oleh kemampuan
pada dua aspek penting berdasarkan
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
dengan melihat perbandingan antara
besarnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan besarnya penerimaan
daerah secara keseluruhan dan selain
itu juga dapat ditinjau berdasarkan In-
deks Kemampuan Rutin (Kuncoro,
1995).

Untuk menunjang tercapainya
harapan objektif dari kebijakan de-
sentralisasi fiskal di daerah ini yaitu
dengan melakukan pengembangan
kebijakan yang berorientasi pada upa-
ya pengembangan sistem inovasi dae-
rah (Papasi, 1994). Kegiatan ini hen-
daknya didukung juga oleh kebijakan
perimbangan keuangan pemerintah
pusat dan daerah sebagai prasyarat
dalam sistem pemerintahan negara
(Koswara, 2000) dan Partisipasi ma-
syarakat dapat meliputi partisipasi da-
lam proses pembuatan keputusan, pe-
laksanaan, pemanfaatan hasil maupun
evaluasi (Kaho, 1997), yang masih
menjadi tantangan besar yang dise-
babkan oleh kapasitas kelembagaan
dan sumber daya yang kurang opti-
mal dalam upaya pengembangan ino-
vasi sebagaimana dialami oleh bebe-



rapa daerah lain di Indonesia (Huta-
uruk, 2010). Karena itu, tujuan pene-
litian ini mengkaji secara spesifik
inovasi pajak daerah terhadap penera-
pan desentralisasi fiskal di daerah Ka-
bupaten Sumbawa dengan harapan
dapat menjadi indikator dan instru-
men kebijakan penting dalam mendo-
rong pengembangan inovasi daerah
yang nantinya dapat digunakan dalam
penyusunan rencana strategis pem-
bentukan dan pengembangan sistem
inovasi daerah dalam perspektif pe-
laksanaan desentralisasi fiskal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar bela-
kang di atas maka dapat dipaparkan
rumusan yang menjadi inti permasa-
lahan yang diteliti adalah tentang me-
nemukan jawaban apakah inovasi pa-
jak daerah memperlamban daya ino-
vasi pemerintah daerah dalam pelak-
sanaan desentralisasi fiskal di Kabu-
paten Sumbawa-Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA
Pemerintahan Daerah

Secara etimologi pemerintah-
an berasal dari kata pemerintah, se-
dangkan pemerintah berasal dari kata
perintah. Artinya berupa perkataan
bermaksud menyuruh melakukan se-
suatu, Pemerintah khusus memerintah
sesuatu negara (daerah negara) atau
badan yang tertinggi yang memerin-
tah suatu negara (seperti kabinet me-
rupakan suatu pemerintah). Pemerin-
tah juga merupakan perbuatan (cara,
hal, urusan). Dalam suatu pemerin-
tahan tentunya memiliki otonomi dae-
rah. Otonomi daerah menurut UU
Nomor 32 Tahun 2004 pengertian ot-
nomi adalah hak, wewenang dan ke-
wajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah-
an dan urusan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Pamudji, 1985).
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Inovasi Pemerintah Daerah

Albury  (dalam  Suwarno,
2008) secara lebih sederhana mende-
finisikan inovasi sebagai new ideas
that work. Ini berarti bahwa inovasi
adalah berhubungan erat dengan ide-
ide baru yang bermanfaat. Inovasi de-
ngan sifat kebaruannya harus mem-
punyai nilai manfaat. Selanjutnya Al-
bury secara rinci menjelaskan bahwa
ciri dari inovasi yang berhasil adalah
adanya bentuk penciptaan dan pe-
manfaatan proses baru, produk baru,
jasa baru dan metode penyampaian
yang baru, yang menghasilkan perba-
ikan yang signifikan dalam hal efisi-
ensi, efektivitas maupun kualitas.

Menurut Metcalfe (dalam Er-
ni Zuhriyati dkk, 2012) inovasi meru-
pakan sistem yang menghimpun ins-
titusi-institusi berbeda yang berkon-
tribusi, secara bersama maupun indi-
vidu, dalam pengembangan dan difusi
teknologi-teknologi baru dan menye-
diakan kerangka kerja (framework) di
mana pemerintah membentuk dan
mengimplementasikan kebijakan-ke-
bijakan untuk mempengaruhi proses
inovasi. Dengan demikian, sistem i-
novasi merupakan suatu sistem dari
lembaga—lembaga yang saling berka-
itan untuk menciptakan, menyimpan,
dan mengalihkan (mentransfer) pe-
ngetahuan, keterampilan yang menen-
tukan teknologi baru. Inovasi tidak a-
kan bisa berkembang dalam kondisi
status quo. Inovasi mempunyai satu
sifat mendasar yaitu sifat kebaruan.

Sifat kebaruan ini merupakan
ciri dasar inovasi dalam mengganti-
kan pengetahuan, cara, objek, tekno-
logi atau penemuan yang lama, yang
sudah tidak efektif dalam menyelesai-
kan suatu masalah walaupun tidak a-
da satu kesepahaman definisi menge-
nai inovasi, namun secara umum da-
pat disimpulkan bahwa inovasi mem-
punyai atribut yang dapat dijadikan
ukuran untuk menilai pelaksanaan i-



novasi (Rogers dalam Suwarno,
2008) yaitu:
1) Relative Advantage atau Keuntu-

2)

3)

4)

5)

ngan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai
keunggulan dan nilai lebih diban-
dingkan dengan inovasi sebelum-
nya. Selalu ada sebuah nilai ke-
baruan yang melekat dalam ino-
vasi yang menjadi ciri yang
membedakannya dengan yang
lain.

Compatibility atau Kesesuaian
Inovasi juga mempunyai sifat
kompatibel atau kesesuaian de-
ngan inovasi yang digantinya.
Hal ini dimaksudkan agar inovasi
yang lama tidak serta merta di-
buang begitu saja, selain karena
alasan faktor biaya yang tidak se-
dikit, namun juga inovasi yang
lama menjadi bagian dariproses
transisi ke inovasi terbaru. Selain
itu juga dapat memudahkan pro-
ses adaptasi dan proses pembela-
jaran terhadap inovasi itu secara
lebih cepat.

Complexity atau Kerumitan
Dengan sifatnya yang baru, maka
inovasi mempunyai tingkat keru-
mitan yang boleh jadi lebih ting-
gi dibandingkan dengan inovasi
sebelumnya. Namun demikian,
karena sebuah inovasi menawar-
kan cara yang lebih baru dan le-
bih baik, maka tingkat kerumitan
ini pada umumnya tidak menjadi
masalah penting.

Triability atau Kemungkinan Di-
coba

Inovasi hanya bisa diterima apa-
bila telah teruji dan terbukti me-
miliki keuntungan atau nilai lebih
dibandingkan dengan inovasi la-
ma. Di mana setiap orang atau
pihak mempunyai kesempatan
untuk menguji kualitas dari sebu-
ah inovasi.

Observability atau Kemudahan
diamati
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Sebuah inovasi harus juga dapat
diamati, dari segi bagaimana ia
bekerja dan menghasilkan sesua-
tu yang lebih baik. Sedangkan
strategi inovasi dalam pemerin-
tahan menurut Sangkala (2013)
yaitu: Layanan terintegrasi, di-
mana sektor publik menawarkan
peningkatan sejumlah layanan,
warga memiliki harapan yang ti-
dak sederhana di mana warga
meminta layanan yang disedia-
kan disertai dengan kenyamanan.
Desentralisasi pemberian dan
monitoring layanan lebih dekat
dengan masyarakat dan biasanya
membentuk kepastian terhadap
tingkat permintaan yang tinggi
sehingga meningkatkan kepuasan
masyarakat atau pelaku bisnis.
Pemanfaatan kerjasama, bermak-
na sebagai pemerintahan yang i-
novatif untuk memenuhi pening-
katan pemenuhan agar lebih efi-
sien dalam pemberian layanan
publik, lebih kolaboratif antar or-
ganisasi dan juga terjadi kerjasa-
ma antara publik dan swasta.
Terakhir, pelibatan warga Nega-
ra. Kewenangan pemerintah yang
Inovatif harus merealisasikan pe-
ran peran pentingnya dengan
mendorong peran warga untuk
berpartisipasi dalam mendorong
perubahan.

METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini

meliputi perkembangan pelaksanaan
kebijakan inovasi khususnya pajak
daerah studi di Kabupaten Sumbawa
dan menelusuri kecenderungan im-
plementasi kebijakan tersebut terha-
dap daya inovasi pemerintah daerah
dalam pelaksanaan desentralisasi fis-
kal di daerah khususnya Kabupaten
Sumbawa. Dalam upaya menganalisis
kebijakan inovasi pajak daerah dalam
perspektif desentralisasi fiskal, de-
ngan menggunakan pendekatan meto-



de penelitian eksploratif yaitu berusa-
ha mencari ide-ide atau hubungan-hu-
bungan yang baru dalam memahami
fenomena, karena metode penelitian
ini sangat fleksibel dalam pencarian
gagasan dan ide serta petunjuk me-
ngenai kondisi dan situasi yang ber-
kaitan dengan permasalahan yang di-
kaji sehingga dapat memformulasikan
kebijakan atau strategi yang tepat.

Mengawali proses yaitu de-
ngan menelusuri, mengkaji dan me-
milah semua literatur dan kajian yang
berkaitan dengan peraturan umum da-
lam menelusuri desentralisasi fiskal
yaitu tentang pola penerimaan dan
penggalian potensi Pendapatan Asli
Daerah, pelaksanaan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah (APBD)
didalamnya termasuk dana transfer
dan dana perimbangan lainnya yang
diberikan oleh pemerintah pusat ke-
pada pemerintah Kabupaten Sumba-
wa yang selanjutnya berdasarkan data
tersebut kemudian melakukan identi-
fikasi permasalahan mulai dari gejala
sampai masalah yang mendasar yang
berkaitan dengan daya inovasi pajak
daerah terhadap kelangsungan desen-
tralisasi fiskal di daerah.

Setelah proses identifikasi se-
lanjutnya peneliti akan mengklasifi-
kasikan masalah dan merekonstruksi
kebijakan inovasi pajak daerah dalam
perspektif desentralisasi fiskal. Selain
itu, peneliti melakukan Focus Group
Discussion kepada beberapa pakar
yang ahli dalam masalah keuangan
daerah termasuk didalam proses ter-
sebut dengan mengikutkan variabel
karakteristik wilayah Kabupaten Sum-
bawa dengan melibatkan pemangku
kepentingan yang berfungsi sebagai
petunjuk dan pemberi informasi yang
berkaitan dengan koordinasi dari para
pemangku kepentingan dengan kebi-
jakan inovasi pajak daerah yang telah
dilakukan selama ini, terdiri dari per-
guruan tinggi, swasta, pemerintah,
dan masyarakat. Selain itu infrastruk-
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tur yang juga berfungsi sebagai pen-
dorong pendanaan dan regulasi dalam
obyek utama pengkajian yaitu kesiap-
an instrumen kebijakan inovasi pajak
daerah terhadap penerapan desentrali-
sasi fiskal di Kabupaten Sumbawa.

4. ANALISIS DATA DAN PEM-
BAHASAN

Perkembangan Kebijakan Inovasi

Instruktif dan Mandiri Pemerintah

Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumbawa dalam hal kebijakan ino-
vasi masih bersifat inovasi instruktif
yang bersumber dari aturan Permen-
dagri 13 yang selama ini selalu me-
ngedepankan potensi pendapatan ter-
besar yang berasal dari sektor pajak
daerah sebagaimana disampaikan o-
leh Kepala Dinas Pendapatan dan Pe-
ngelolaan Keuangan (DPPK) Kabu-
paten Sumbawa, akhirnya pemerintah
daerah melalui lembaga pengelola
pendapatan daerah termasuk PAD le-
bih mengedepankan upaya intensifi-
kasi pajak daerah, artinya sektor per-
pajakan masih merupakan primadona
dalam pengambilan kebijakan daerah
dalam hal peningkatan PAD. Akibat
yang terjadi kemudian pencapaian
target menjadi underestimated dalam
menentukan besarnya target penca-
paian pajak daerah.

Kondisi yang berbeda justru
terjadi publikasi data, dan terlihat
bahwa potensi retribusi daerah yang
justru juga diperioritaskan karena tiap
tahun selalu mengalami peningkatan,
untuk itu butuh kebijakan yang me-
mihak kepada peningkatan retribusi
daerah. Target pencapaian Pendapat-
an Asli Daerah (PAD) karena keter-
sediaan sumber daya manusia yang
belum memadai, khususnya aparatur
pemerintah daerah dan potensi ekono-
mi daerah untuk menggali sumber
pendapatan (Sumodiningrat, 1997),
dengan kebijakan yang lebih meng-
giatkan pada sektor pajak dan lebih



mengefektifkan program So Mentari
yang telah dilaksanakan pada tahun
sebelumnya sempat terkendala dan
mengajukan pagu anggaran untuk ke-
beradaan tenaga IT professional se-
bagai bagian dari inovasi mandiri un-
tuk membuat database pajak daerah.

Penyusunan APBD juga me-
rupakan bentuk program inovasi ins-
truktif di Kabupaten Sumbawa telah
melaksanakan penerapan sistem ang-
garan kinerja, berdasarkan Permenda-
gri Nomor 13 yaitu suatu sistem ang-
garan yang menitikberatkan pada u-
paya peningkatan hasil kerja dengan
melihat sejauh mana program kegiat-
an pada satuan kerja perangkat daerah
dapat mengakomodir semua tugas
dan tanggung jawabnya secara baik,
sehingga setiap aktivitas dalam ber-
bagai kegiatan dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat pada umumnya.

Arah dan kebijakan keuangan
yang ditempuh dan tertuang dan Pera-
turan Daerah Kabupaten Sumbawa
yang mana arah dan kebijakan umum
bagian pendapatan dalam upaya me-
ngoptimalkan pendapatan daerah dan
kebijakan umum pendapatan daerah
yang dilaksanakan pada Dinas Penda-
patan dan Pengelolaan Keuangan da-
erah Kabupaten Sumbawa yakni me-
wujudkan peraturan Perundang-unda-
ngan atau kebijakan teknis di bidang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) seba-
gai dasar hukum pemungutan dikare-
nakan dengan adanya payung hukum
yang kuat akan memudahkan peme-
rintah daerah dalam menggali sum-
ber-sumber pendapatan daerah yang
tertuang dalam komponen Pendapat-
an Asli Daerah.

Bagi kegiatan peningkatan pa-
jak daerah, harmonisasi pembangun-
an daerah yang saling mendukung
antar sektor pembangunan merupakan
keuntungan, sebab pertama dapat
memperkuat data base perpajakan ka-
rena ada keterkaitan antar obyek pa-

49

JIEP-Vol. 17, No 2, November 2017
ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851

jak. Kedua, jumlah wajib pajak akan
meningkat selain secara absolut ka-
rena adanya kegiatan produksi, juga
secara potensial karena adanya pe-
nambahan jumlah faktor produksi
yang mendukung usaha produksi
yang utama. Masyarakat perlu men-
dapatkan ulasan yang lebih jelas ten-
tang sosialisasi yang optimal dalam
kegiatan program inovasi pemungut-
an pajak daerah atau lemahnya daya
inovasi mandiri pemerintah daerah,
sehingga masyarakat tidak memiliki
mosi tidak percaya kepada pemerin-
tah daerah, sehingga dalam kebija-
kannya seperti program peningkatan
pajak daerah ditingkatan implement-
tasinya perlu mengkaji lebih jauh ter-
utama secara teknis dengan mengkaji
administrasinya yang jelas ditingkat-
an paling bawah misalnya di daerah
pedesaan artinya yang dilakukan se-
karang ini berkasnya hanya diserah-
kan di kantor desa bukan diadakan
pendekatan dengan masyarakat wajib
pajak secara langsung.

Hendaknya sosialisasi pro-
gram yang dijalankan di kabupaten
Sumbawa dengan menjalankan hubu-
ngan fungsional yang lebih baik an-
tara masyarakat dengan pemerintah
secara terbuka agar masyarakat per-
kotaan dan desa terutama semakin
mengetahui program-program yang
dijalankan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan wawancara dan observa-
si yang dilakukan diperlukan kebija-
kan yang memihak kepada wajib pa-
jak daerah agar perolehan pendapatan
daerah pada sektor ini dapat mening-
kat.

Selanjutnya Kabupaten Sum-
bawa dalam kebijakan yang dilaku-
kan oleh pemerintah daerah telah me-
lakukan juga upaya dalam memberda-
yakan potensi-potensi sumber penda-
patan melalui Intensifikasi sebagai
bagian dari inovasi instruktif yang da-
pat dilakukan oleh pemerintah dae-
rah, kaitan dengan program intensifi-



kasi perpajakan dengan menguatkan
seluruh komponen yang terkait untuk
dapat berperan aktif untuk mengin-
tensifikasikan pemungutan. Untuk
menentukan tingkat inovasi pajak da-
erah yang dimaksud maka perlu di-
ketahui sumber dari masing-masing i-
novasi. Karena itu, berdasarkan sum-
bernya, maka penulis membagi men-
jadi inovasi instruktif yang selama ini
pemerintah beserta Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah (SKPD) selalu me-
ngembangkan inovasi berdasarkan
instruksi aturan atau regulasi yang di-
turunkan dari kebijakan pemerintah
pusat yang mana program-program i-
novasi tersebut biasanya dilaksanakan
berdasarkan pada Juknis atau Juklak
baku yang dibuat pemerintah pusat
untuk dilaksanakan di daerah Kabu-
paten Sumbawa.

Klaim-klaim atas keberhasilan
yang diraih dari program yang bersi-
fat instruktif oleh pemerintah daerah
Kabupaten Sumbawa, memang tidak
salah untuk disampaikan kepada pu-
blik, hanya saja kembali pada prinsip-
prinsip yang terkandung pada UU
otonomi daerah yaitu, demokrasi, pe-
merataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam sis-
tem Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia, maka jelas bahwa pengakuan a-
tas kekhasan dari setiap daerah diper-
lukan pola kerja yang berbeda pula.

Karena, salah satu sumber ke-
gagalan sebuah program pemerintah
adalah program-program yang dita-
warkan bersifat umum yang kebanya-
kan diadopsi sesuai dengan yang di-
lakukan oleh beberapa daerah di wi-
layah pulau Jawa. Demikianlah mo-
del penerapan desentralisasi fiskal di
wilayah ini, karena semakin banyak
program-program pajak daerah yang
dijalankan bersumber pada kebijakan
pemerintah pusat menurunkan ke-
mampuan inovatif pemerintah daerah.
Dan hal ini akan menurunkan urgensi
dari perlunya pemekaran daerah men-
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jadi otonom. Karena nampak sekali
bahwa adanya ketergantungan pro-
gram daerah terhadap Pemerintah Pu-
sat yang seharusnya jelas-jelas sudah
mulai harus dikurangi dijalankan oleh
pemerintah daerah Sumbawa melalui
penetapan Undang-Undang Otonomi
Daerah yang telah diberlakukan sete-
lah munculnya Undang-Undang Oto-
nomi daerah.

Sedangkan berdasarkan inova-
si mandiri dalam program pemungut-
an pajak daerah selama ini hanya
yang dilakukan melalui program ino-
vasi So-mentari (Sosialisasi mendata
dan menagih tiap hari) adalah sebagai
terobosan inovatif mandiri pemerin-
tah daerah yang dilakukan atas dasar
kebutuhan objek pajak atau wajib pa-
jak akan tetapi menyisakan berbagai
persoalan dari perencanaan program
hingga evaluasi dari stakeholder, ter-
utama dalam menyelesaikan masalah
kebutuhan yang ada di masyarakat. I-
novasi yang dihasilkan belum sepe-
nuhnya sesuai dengan kondisi wajib
pajak dikarenakan rendahnya sosiali-
sasi program yang tidak merata se-
hingga memunculkan informasi yang
tidak sempurna diperoleh oleh masya-
rakat sebagai objek pajak padahal
program unggulan pemerintah daerah
adalah mengedepankan prioritas pada
peningkatan pajak daerah.

Karena itu untuk menunjang
kemampuan inovasi mandiri pemerin-
tah daerah dalam program inovasi da-
erah dalam konteks pelaksanaan de-
sentralisasi fiskal maka pemerintah
daerah perlu mencoba membangun
sebuah model yang menunjukkan
bahwa inovasi menunjang terwujud-
nya kemandirian daerah tidak hanya
berorientasi pada peningkatan pemu-
ngutan sektor pajak daerah semata
yang menjadi prioritas inovasi, me-
lainkan harus inovasi yang dibuat da-
pat disampaikan ke masyarakat de-
ngan baik dengan bukti kesuksesan
program yaitu masyarakat dapat



memberikan umpan balik yang positif
terhadap inovasi tersebut.

Kebijakan Prioritas Inovasi So
Mentari Pajak Daerah Terkesan
Memperlamban Daya  Inovasi
Pemerintah Daerah.

Program So Mentari merupa-
kan program yang memadukan tugas
struktural, fungsional, dan adminis-
tratif pada Dinas Pendapatan dan Pe-
ngelolaan Keuangan Kabupaten Sum-
bawa, guna meningkatkan kinerja ter-
utama pemungutan pajak daerah. Di-
harapkan dengan adanya Program So
Mentari adalah peningkatan kinerja
pemungutan Pajak daerah. Penerapan
Program Sosialisasi Mendata dan Me-
nagih Tiap Hari (So-Mentari) terkait
dengan pajak daerah berupa kegiatan
operasional yang dilaksanakan setiap
hari untuk merealisasikan fungsi pe-
mungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah sen-
diri merupakan kumpulan kegiatan
mulai dari menghimpun data obyek
pajak dan subyek pajak, menentukan
besarnya pajak daerah terutang, hing-
ga kegiatan penagihan pajak daerah
kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya. Program So Mentari
diimplementasikan dalam bentuk ke-
giatan pendataan, penagihan, dan so-
sialisasi pajak daerah secara terpadu
yang dilaksanakan setiap hari. Pro-
gram SoMentari didesain sebagai tin-
dakan korektif, antisipatif, dan evalu-
atif yang dilatarbelakangi oleh adanya
fakta empiris bahwa pada tahun 2006
dan 2007 ketika Program SoMentari
diluncurkan, pelaksanaan pemungut-
an belum berjalan sebagaimana diha-
rapkan, dimana potensi obyek pajak
daerah belum terdata secara benar se-
suai kondisi aktual sehingga meng-
akibatkan penetapan besaran pajak
daerah terutang belum mencerminkan
kondisi obyek pajak yang sebenarnya.
Selain itu tingkat kesadaran wajib pa-
jak masih rendah ka-rena sistem self
assessment yang merupakan wujud
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tingginya tingkat kesadaran wajib pa-
jak belum berjalan sebagaimana mes-
tinya artinya ada kecendrungan un-
derestimated antara target dan rea-
lisasi pendapatan yang diperoleh dari
program prioritas pajak daerah de-
ngan kebijakan sektor lainnya.

Demikian pula dengan kondisi
pelaksanaan penagihan yang belum
intensif, sebaran beban kerja belum
merata, dan kurangnya antisipasi ter-
hadap obyek dan subyek pajak daerah
yang baru juga menjadi latar bela-
kang diluncurkannya kegiatan terpa-
du pemungutan pajak daerah tersebut.
Hal tersebut sebagaimana disampai-
kan oleh Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Kabupa-
ten Sumbawa mengemukakan bahwa
hal ini yang kemungkinan menjadi
penyebab mengapa perolehan pemu-
ngutan pajak daerah pada tahun ter-
tentu mengalami penurunan selain itu
juga faktor lain yang menjadi masa-
lahnya adalah dikarenakan database
untuk pengelolaan pajak tersebut be-
lum ada dan tenaga IT dalam peng-
aturan pajak belum ada sehingga pa-
jak tidak dapat maksimal dalam per-
olehannya secara administrasi.

Kaitan dengan masalah admi-
nistrasi pajak daerah, pemerintah dae-
rah perlu mencari alternatif strategi
meningkatkan pajak, retribusi daerah
dan penguatan perolehan pendapatan
sektor lainnya dalam meningkatkan
pendapatan daerah, atau perlu me-
ningkatkan pendapatan dari sektor pa-
jak dan retribusi daerah dalam bentuk
inovasi mandiri sehingga tidak terlalu
berdampak terhadap kelambanan per-
kembangan dan kontribusi sektor
lainnya terhadap pendapatan daerah
seperti inovasi mandiri pada operasi-
onal pemungutannya.

Analisis Kelayakan Inovasi Pajak
Daerah Berdasarkan Derajat De-
sentralisasi Fiskal (DDF) dan In-



deks Kemampuan Rutin (IKR) Da-
erah

Meningkatkan ~ kemampuan
keuangan daerah selalu menjadi kei-
nginan setiap daerah karena tumpuan-
nya untuk meningkatkan kemandirian
daerah baik ditinjau dari Derajat De-
sentralisasi Fiskal (DDF) yang me-
ninjau kemampuan daerah dari sisi
perbandingan Pendapatan Asli Dae-
rah (PAD) terhadap Total Penerimaan
Daerah (TPD). Untuk sementara kon-
disi kemampuan keuangan daerah di-
tinjau dari DDF nya hanya mencapai
angka dibawah 10 persen yakni di ta-
hun 2008 senilai 3,16 persen dengan
kategori Sangat Kurang (SK). Pengu-
kuran lainnya yakni dengan mengu-
kur Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
yang meninjau kemampuan keuangan
daerah dari sisi perbandingan Penda-
patan Asli Daerah (PAD) dengan be-
lanja rutin daerah dan berdasarkan
hasil pengukuran kondisi yang sama
juga terjadi yang nilai IKR di tahun
2008 senilai 2,85 persen, bahkan le-
bih rendah dari nilai yang diperoleh
dengan pengukuran DDF dan katego-
rinya juga sama yakni Sangat Kurang
(SK).

Karena itu dalam kaitan de-
ngan peningkatan kemampuan keu-
angan tersebut termasuk pemerintah
Kabupaten Sumbawa tentunya beru-
paya secara maksimal untuk mening-
katkan potensi yang dimiliki oleh
daerah dalam peningkatan pendapat-
an daerah yang mengarah kepada pe-
ningkatan kemampuan dan kemandi-
rian keuangan daerah.

Peningkatan kemampuan keu-
angan daerah selalu menjadi keingi-
nan setiap daerah karena tumpuannya
untuk meningkatkan kemandirian da-
erah baik ditinjau dari Derajat De-
sentralisasi Fiskal (DDF) yang me-
ninjau kemampuan daerah dari sisi
perbandingan Pendapatan Asli Dae-
rah (PAD) terhadap Total Penerimaan
Daerah (TPD). Untuk sementara kon-
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disi kemampuan keuangan daerah di-
tinjau dari DDFnya hanya mencapai
angka di bawah 10 persen yakni seni-
lai 3,16 persen dengan kategori Sa-
ngat Kurang (SK).

Pengukuran lainnya yakni de-
ngan mengukur Indeks Kemampuan
Rutin (IKR) yang meninjau kemam-
puan keuangan daerah dari sisi per-
bandingan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan belanja rutin daerah
dan berdasarkan hasil pengukuran
kondisi yang sama juga terjadi yang
nilai IKR senilai 2,85 persen, bahkan
lebih rendah dari nilai yang diperoleh
dengan pengukuran DDF dan katego-
rinya juga sama yakni Sangat Kurang
(SK).

Karena itu dalam kaitan de-
ngan peningkatan kemampuan keu-
angan tersebut termasuk pemerintah
Kabupaten Sumbawa belum dapat
meningkatkan potensi yang dimiliki
oleh daerah dalam peningkatan pen-
dapatan daerah yang mengarah ke-
pada peningkatan kemampuan dan
kemandirian keuangan daerah. Ka-
rena itu kebijakan prioritas mening-
katkan pendapatan daerah yang ber-
sumber dari pajak daerah sebagai pro-
gram primadona ternyata belum me-
nopang peningkatan kemandirian dan
kemampuan daerah baik dari DDF
maupun [KR.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI,
SARAN, DAN BATASAN
Kesimpulan

1) Belum adanya Sistem Inovasi da-

erah yang terprogram dan terso-
sialisasi dengan baik kepada ma-
syarakat baik pemangku kepenti-
ngan maupun lembaga lainnnya.
2) Kebijakan inovasi pajak daerah
yang memperioritaskan kebijak-
an pada inovasi pajak daerah da-
lam program SoMentari yang te-
lah dijalankan sebelumnya belum
menjamin kelangsungan desen-



tralisasi fiskal di daerah secara
baik dan terukur, bahkan terke-
san memperlamban penguatan
kontribusi sektor lainnya sebagai
akibat dari prioritas kebijakan
dan target yang overestimate atau
underestimate. Yang berdampak
pada rendahnya tingkat kemam-
puan dan kemandirian daerah
yang dibuktikan dari hasil pe-
ngukuran Derajat Desentralisasi
Fiskal dan Indeks kemampuan
Rutin daerah bernilai SK (Sa-
ngat Kurang).

3) Kemampuan mandiri
terutama di Kabupaten Sumbawa
masih relatif rendah, yang dise-
babkan belum mampunyai apara-
tur pemerintah dalam menangkap
akar permasalahan masyarakat
dan adanya dominasi program
pembangunan dari pemerintah
pusat yang harus dilaksanakan di
daerah yang bersifat umum.

4) Bentuk pelaksanaan kebijakan
desentralisasi fiskal di Kabupaten
Sumbawa masih dilatarbelakangi
oleh keberhasilan inovasi ins-

inovasi

truktif yang model inovasinya
berdasarkan pada regulasi yang
diberikan oleh pemerintah pusat.

Implikasi

1. Berdasarkan hasil temuan peneliti-
an diharapkan akan berdampak ke-
pada munculnya Sistem Inovasi
Daerah di Kabupaten Sumbawa
pada semua sektor yang produktif
meningkatan Pendapatan Asli Dae-
rah.

2. Berdampak pada munculnya ke-
bijakan inovasi pajak daerah yang
dijalankan dalam program So-
Mentari berjalan serentak menjadi
program prioritas dengan sektor
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lainnya yang mendukung Penda-
patan Asli Daerah seperti retribusi
daerah, laba usaha dari penyertaan
modal pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) di Kabupaten
Sumbawa.

3. Kebijakan Inovasi berdampak pada
peningkatan desentralisasi fiskal
khususnya implementasi di Kabu-
paten Sumbawa sebagai daerah
tertinggal.

Saran

Sesuai dengan hasil pembaha-
san pada uraian sebelumnya beberapa

rekomendasi yang harus dilakukan o-

leh pemerintah daerah Kabupaten

Sumbawa khususnya dalam perspek-

tif pelaksanaan desentralisasi fiskal

sebagai berikut:

1) Dalam hal inovasi pembangunan
dan aturan tidak memperiotitas-
kan kebijakan inovasi pada sek-
tor tertentu akan tetapi merumus-
kan kebijakan inovasi mandiri
daerah pada semua sektor dalam
meningkatkan penerimaan dae-
rah.

2) Diperlukan adanya regulasi ten-
tang sistem inovasi daerah yang
bersumber dari kebijakan inovasi
nasional yang segera diterapkan
di semua bidang pembangunan di
daerah.

3) Diperlukan inovasi pemerintah
daerah dengan mengedepankan i-
novasi mandiri yang lebih pada
orientasi terwujudnya kemandiri-
an daerah tidak hanya berorienta-
si pada peningkatan pemungutan
sektor tertentu semata yang men-
jadi prioritas inovasi, melainkan
harus inovasi yang dibuat dapat
disampaikan kepada masyarakat
dengan baik dengan bukti kesuk-



sesan program yaitu masyarakat

memberi umpan balik terhadap i-

novasi tersebut.
Batasan
Penelitian ini masih bersifat studi
kasus khususnya pada Kabupaten
Sumbawa dengan keterbatasan pada
studi kasus tapi terhadap penerapan
kebijakan desentralisasi fiskal pada
daerah tertinggal lainnya di Indone-
sia tidak dijadikan bandingan seba-
gai bentuk penyesuaian hasil peneli-
tian dalam memandang persoalan
daerah dalam kaitan dengan penera-
pan desentralisasi fiskal di Indone-
sia. Oleh karena itu penelitian lanju-
tan sebaiknya memperhatikan hal
tersebut.
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